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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi pada

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
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Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua aAtas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
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Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5007);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus

Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5016);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5423);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5500);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan;

14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

15. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang

Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah

Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Palembang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 268);

16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
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17. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 168);

18. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000

tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi

Agama Negeri di lingkungan Departemen Agama;

19. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001

tentang Pedoman Penyusunan Statuta pada Perguruan

Tinggi Agama;

20. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003

tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam

dan/atau dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Departemen Agama;

21. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004

tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan

Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana

pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

22. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004

tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan

Tinggi Agama Islam;

23. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi

pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007

tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

25. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor

10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 348);
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26. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang

Pelayanan Publik di Kementerian Agama;

27. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada

Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 818);

28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14

Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49

Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

769);

30. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada

Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);

31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87

Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan

Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1290);

32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154

Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);

33. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden

Fatah Palembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1316);

34. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 401/KMK.05/2010

tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Raden

Fatah Palembang pada Departemen Agama sebagai

Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum;
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